
        
 
 
 
 
 

WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU 

NOMOR   49  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG 

SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU 

YANG TIDAK MAMPU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA BANJARBARU, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk mempersingkat Birokrasi dan pertanggung 

jawaban keuangan ; 

  b. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 
tentang santunan kematian sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan saat ini dan dalam pemberian santunan 
kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, 
sehingga dipandang perlu dirubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan 
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 tahun 2021  tentang 
Santunan Kematian Bagi Warga Kota Banjarbaru  Yang Tidak 
Mampu;   

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);   

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4400) ; 

 

5. Undang-Undang... 

SALINAN 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4967); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

  10. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );   

  11. Peratuaran Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020               
Nomor 1781); 

  14. 
 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 
10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 37) ; 

MEMUTUSKAN... 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 
TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA 
KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Santunan Kematian bagi Warga Kota banjarbaru yang Tidak mampu (Berita Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14) di ubah sebagai berikut : 
  
1. Ketentuan pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebgai berikut : 

Pasal 5 

(1) Ahli Waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada 
petugas Kelurahan setempat atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu; 

(2) Selanjutnya berkas diserahkan ke Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi 
terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan 

(3) Berkas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) diatas oleh 
Bagian Kesra dapat dilakukan pembayaran santunan kematian berdasarkan 
Telaahan Staf yang sudah disetujui Sekretaris Daerah.    

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan           
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

 Ditetapkan di   Banjarbaru 
pada tanggal 7 Desember 2021 

 

 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 TTD 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN  

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 7 Desember 2021 
SEKRETARIS DAERAH, 
 

TTD 
 
SAID ABDULLAH 
 
 
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 49 
 
 

     
 
 
 
 
 

  


